
I SALINAN I

Menimbang

Mengingat

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR42 TAHUN2021

TENTANG
RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH

KABUPATENMAJALENGKA
TAHUN2022

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2022, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2
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2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

3. Undang-Undang 'Nornor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Penge10laan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4400);

6. Undang-Undang Nornor 25 tahun 2004 tentang Sistern
Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nornor 104, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);

7. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nornor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4700);

8. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nornor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4725);

9. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5494);

10. Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana
te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nornor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nornor 8, Tarnbahan Lernbaran
Negara RepublikIndonesia Nornor 5679);

11. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2008 tentang
Pedornan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nornor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4815);

12. Peraturan ... 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan .., 4
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18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)sebagai Bencana Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionaljKepala Bappenas Nomor2 Tahun 2021 Tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 581);

29. Peraturan ... 5
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29. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tabun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerab Provinsi Jawa Barat Tabun 2005-2025
(Lembaran Daerab Provinsi Jawa Barat Tabun 2008
Nomor 8 Sed E, Tambaban Lembaran Daerab Nomor 45);

30. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tabun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerab
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerab Tabun 2009
Nomor 6 Sed E, Tambaban Lembaran Daerab Nomor 64);

31. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tabun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
(Lembaran Daerab Tabun 2010 Nomor 21);

32. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tabun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab
Daerab Provinsi Jawa Barat Tabun 2018-2023 (lembar
Dearah Provinsi Jawa Barat Tabun 2019 Nomor 8,
Tambaban Lembaran Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor
237);

33. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 12
tabun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerab (RPJPD) Kabupaten Majalengka tabun
2005-2025 (Lembaran Daerab Kabupaten Majalengka
tahun 2008 Nomor 2);

34. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 11
tabun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab (RTRW)
Kabupaten Majalengka tabun 2011-2031 (Lembaran
Daerab Kabupaten Majalengka tabun 2011 Nomor 11);

35. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerab
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerab Kabupaten
Majalengka tabun 2012 Nomor 3);

36. Peraturan Daerab Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tabun 2016 Nomor 14)
sebagaimana te1ab diubab dengan Peraturan Daerab
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Perubaban Atas Peraturan Daerab Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerab Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tabun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengab
Daerab Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerab Kabupten Majalengka tabun 2019
Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN
PERANGKAT
2022

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN

BAB1... 6
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintahan Daerah adalah penye1enggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se1uas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRDdalam

penye1enggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang se1anjutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2005-2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang se1anjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RTRW Kabupaten Majalengka,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang se1anjutnya disingkat RKPDadalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se1anjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima)tahun.

11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

BABII
RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH

Pasal2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan
subkegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

(3)Renja ... 7
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(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022.

(4) Renja Perangkat DaerahTahun 2022 I'llenjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKAPerangkat Daerah.

Pasa13

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaima,p-adimaksud Pasal 2 ayat
(1)disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BABI
BABII
BABIII
BABIV
BABV

PENDAHULUAN;
HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUNLALU;
TUJUANDi\N,.SA$ARAN,gEi~NG~T OAERAH;
RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH;
PENUTUP.

(2) RenjaPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. Renja Dinas Pendidikan;
b. Renja Dinas Kes.ehatan
c. Renja Rumah slikit Umum Daerah Cideres;
d. Renja Rumah Sakit UmumDaerah Majalengka;
e. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
f. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukimfl-ndan Pertanahan;
g. Renja Badan PenanggulanganBencanaDaerah;
h. Renja Satuan PolisiPaInong Ptaja dan Pemadam Kebakaran;
1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. Renja Dinas Sosial;
k. Renja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kedl Menengah;
1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

KeluargaBerencana;
m. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
n. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
o. Renja Dinas Kependudukari dan Pencatatan Sipil;
p. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q. Renja Dinas Perhubungari;
r. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Renja Dinas Penanaman MOclCi.ldanPelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Renja Dinas Pemuda dan Olllh R~ga;
u. Renja Dinas Pariwisata dan KebuHayaan;
v. Renja Dinas Kearsipan danPerpy.stakaan;
w. Renja Dinas Perdagangan'danPerindustrian;
x. Renja Badan Kepegawaiqnda.ilPengembangan Sumber Daya Manusia;
y. RenjaBadan Keuangandan.t\setDaerah;
z. Renja Badan Perencanaan 'Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan;
aa. Renja Badan Pendapatan Daerah;
bb. Renja Sekretariat Qaerah;
cc. Renja Sekretariat DPRD;
dd. Renja Inspektorat;
ee. Renja Kecamatan Argapura;
ff. Renja Kecamatan Banjaran;
gg. Renja Kecamatan Bantarujeg;
hh. Renja Kecamatan Cigasoll.g;
11. Renja Kecamatan Cikijing;
jj. Renja Kecamatan Cingambul;

kk. Renja ... 8



kk. Renja Kecamatan Dawuan;
11. RenjaKecamatan Jatitujuh;
mm. Renja Kecamatan Jatiwangi;
nn. Renja Kecamatan Ka.dipaten;
00. Renja KecamatanKasokandel;
pp. Renja KecamatanKertajati;
qq. Renja Kecamatan Lema):1sugi~;
IT. Renja Kecamatan LeuWlmundmg;
ss. Renja Kecamatan Ligung;
tt. Renja Kecama.tanMaja;
uu. Renja Kecamatan.MaJalengka;
vv. Renja KecamatanMalausma;
ww. Renja KecamatallPalasah;,
XX. Renja Kecamatarl. Panyingkiran;
yy. Renja Kecamatan.Rajagaluh;
zz. Renja Kecamatan Sindang;
aaa. Renja KecamatanSinc1an~angi;
bbb. Renja Kecamatan SUkah8.jl; .
ccc. Renja Kecamatan SumbeIjaya; dan
ddd. RenJa Kecamatan Talaga.

(3) Renja Perangkat Daenih Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimuatdalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuiriya, menierintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatcmnya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR42

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

-~
H. DEDE SUPENANURBAHAR,S.H.! M.Si.
NIP. 19651225 198503 1 003
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